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Bab II Tinjauan Pustaka


BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengendalian Intern

2.1.1 Pengertian Pengendalian Intern


Pengendalian intern mempunyai pengertian yang luas, karena mencakup seluruh aspek kegiatan pada semua tingkat wewenang yang ada dalam suatu organisasi. Fungsi pengendalian (controlling) merupakan fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan dalam proses manajemen, karena itu pengendalian intern harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pengendalian ini berkaitan erat sekali dengan fungsi perencanaan dan kedua fungsi ini merupakan hal yang saling mengisi, karena:

1. Pengendalian harus terlebih dahulu direncanakan.

2. Pengendalian baru dapat dilakukan jika ada rencana.

3. Pelaksanaan rencana akan baik, jika pengendalian dilakukan dengan baik.

4. Tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah pengendalian atau penilaian dilakukan.

Pengendalian intern identik dengan istilah internal check yang merupakan suatu prosedur yang secara langsung dan otomatis dapat saling memeriksa pencatatan dan mengutamakan segi ketelitian tanpa memperhatikan faktor- faktor lain yang terjadi dalam perusahaan. Dengan kata lain pengendalian intern bertujuan untuk mencegah kesalahan dalam pekerjaan akuntansi sebagai akibat dari ketidaksengajaan atau kecurangan.  


Pengertian Pengendalian intern menurut “The Commite on Auditing Standard” yang dialih bahasakan oleh Tjintjin Fenix Tjindera adalah sebagai berikut:


“ Pengendalian intern mencakup rencana organisasi, semua metode dan ukuran yang dikoordinasikan dan dipergunakan didalam suatu perusahaan untuk mengamankan harta perusahaan, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansinya, meningkatkan efisiensi operasi dan memastikan kepatuhan/ketaatan terhadap kebijaksanaan manajemen yang telah ditentukan ”.

    (2002;122)


Pengertian pengendalian intern menurut  Ikatan Akuntan Indonesia dalam “Standar Profesional Akuntan Publik “  menyatakan bahwa yang dimaksud pengendalian intern adalah:

“Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personal lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a) Keandalan pelaporan keuangan, (b) Efektivitas dan efisiensi operasi, (c) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”.









(2001;319.2)


Sedangkan pengertian pengendalian intern menurut Krismiaji dalam bukunya yang berjudul “ Sistem Informasi Akuntansi”, menyatakan konsep umum bahwa pengndalian intern adalah:

“Rencana organisasi dan metoda yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi, dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen”.

       (2002;18)

Menurut Abdul Halim dalam buku “Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan” pengertian laporan keuangan adalah sebagai berikut :

“Pengendalian intern yaitu suatu usaha yang terdiri dari kebijakan dan prosedur yang diterapkan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan tertentu satuan usaha dapat tercapai”.










    (2001; 189)

Dari  beberapa  pengertian diatas dapat ditarik beberapa konsep dasar dari suatu pengendalian intern yaitu :

1. Pengendalian intern merupakan suatu proses. Pengendalian intern merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu. Pengendalian intern itu sendiri bukan merupakan suatu tujuan. Pengendalian intern merupakan suatu rangkaian tindakan yang bersifat pervasif dan menjadi bagian tidak terpisahkan, bukan hanya sebagai tambahan, dari infrastruktur entitas. 

2. Pengendalian intern dijalankan oleh orang. Pengendalian intern bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir, namun dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi, yang mencakup dewan komisaris, manajemen dan personel lain.

3. Pengendalian intern dapat diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak, bagi manajemen dan dewan komisaris entitas. Keterbatasan yang melekat dalam semua sistem pengendalian intern dan pertimbangan manfaat dan pengorbanan dalam pencapaian tujuan pengendalian menyebabkan pengendalian intern tidak dapat memberikan keyakinan mutlak.

4. Pengendalian intern ditujukan untuk mencapai tujuan yang paling berkaitan dengan  pelaporan keuangan, kepatuhan dan operasi.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu pengendalian intern dapat mencakup kebijakan- kebijakan dan prosedur-prosedur  yang sangat bervariasi dan luas serta mencakup berbagai tujuan dalam suatu operasionalisasi yang dijalankan oleh suatu perusahaan.

2.1.2 Tujuan Pengendalian Intern

Pengendalian intern dirancang dengan memperhatikan kepentingan manajemen perusahaan dalam menyelenggarakan operasi perusahaannya dan juga memperhatikan aspek biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang diharapkan.


Tujuan Pengendalian Intern  menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam “Standar Profesional Akuntan Publik” adalah sebagai berikut:


“1. Keandalan Pelaporan Keuangan


  2. Efektivitas dan Efisiensi operasi


  3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”.









              (2001;319.2)


Tujuan pengendalian intern diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Keandalan pelaporan keuangan

Pengendalian intern dimaksudkan untuk meningkatkan keandalan data serta catatan-catatan akuntansi dalam bentuk laporan keuangan dan laporan manajemen sehingga tidak menyesatkan pemakai laporan tersebut dan dapat diuji kebenarannya.

2. efektivitas dan efisiensi operasi


Pengendalian intern dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari semua operasi perusahaan sehingga dapat mengendalikan biaya yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi.

3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku


Pengendalian intern dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan karyawan terhadap hukum-hukum dan peraturan yang telah ditetapkan merupakan alat pengendalian dari berbagai kegiatan Perusahaan yang harus ditaati dan dijalankan oleh setiap unit organisasi.


Sedangkan menurut Mulyadi dalam bukunya “Sistem Akuntansi“ menyatakan bahwa tujuan pengendalian intern adalah:


“Pengendalian intern tidak dimaksudkan untuk menghilangkan semua kemungkinan terjadinya kesalahan dan penyelewengan sama sekali, tetapi pengendalian intern yang memadai akan menekan atau memperkecil terjadinya kesalahan dan penyelewengan dalam batas- batas yang layak dan kalaupun terjadi kesalahan dan penyelewengan dapat segera diketahui dan diatasi”. 










     (2001;163)


Dari kedua pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari adanya suatu pengendalian intern adalah untuk mencapai  keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, selain itu juga dengan adanya suatu pengendalian intern dapat menekan atau memperkecil terjadinya kesalahan atau penyelewengan dalam batas-batas yang layak dan kalaupun terjadi kesalahan dan penyelewengan dapat segera diketahui dan diatasi.

2.1.3 Unsur-unsur Pengendalian Intern 


Unsur- unsur yang membentuk suatu pengendalian intern merupakan kebijakan- kebijakan dan prosedur-prosedur yang berhubungan, yang diciptakan guna membentuk suatu pengendalian intern yang memadai. 

Untuk dapat memberikan keyakinan bahwa tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik maka pengendalian intern harus memiliki unsur-unsur yang memadai yang didesain sedemikian rupa untuk mendukungnya.


Unsur- unsur pengendalian intern menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam “Standar Profesional Akuntan Publik “adalah sebagai berikut

             “1. Lingkungan pengendalian 

Menetapkan corak suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar- dasar untuk semua komponen pengendalian intern yang lain, menyediakan disiplin dan struktur.  

Lingkungan Pengendalian mencakup hal- hal berikut ini;

a. Integritas dan nilai etika

b. Komitmen terhadap kompetensi

c. Partisipasi Dewan Komisaris atau Komite Audit

d. Filosifi dan gaya operasi manajemen

e. Struktur organisasi

f. Pemberian wewenang dan tanggung jawab

g. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

   2. Penaksiran resiko 

       Entitas untuk tujuan pelaporan keuangan merupakan identifikasi,  analisis, dan manajemen terhadap resiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang wajar sesuai dengan prinsip akuntansi  yang berlaku umum di Indonesia. Resiko dapat timbul atau berubah karena keadaan berikut ini:

a. Perubahan dalam lingkungan operasi

b. Personel baru

c. Sistem informasi baru/ yang diperbaiki

d. Teknologi baru

e. Lini produk/aktivitas baru

f. Restrukturisasi kooperasi

g. Operasi luar negeri

h. Standar Akuntansi Baru

              3.  Aktivitas pengendalian

       Adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas pengendalian dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan hal-hal berikut ini:

a. Review kerja

b. Pengolahan informasi

c. Pengendalian fisik

d. Pemisahan tugas

               4. Sistem informasi dan Komunikasi

       Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan     keuangan, yang meliputi sistem akuntansi terdiri dari metode dan catatan  yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas dan melaporkan transaksi entitas (baik peristiwa maupun kondisi) untuk memelihara akuntabilitas bagi aktiva, utang dan ekuitas yang bersangkutan. 

Komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggung jawab individual berkaitan dengan pengendalian intern terhadap pelaporan keuangan

  5. Pemantauan 

      Adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penetapan desain dan proses pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi, proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, evaluasi secara terpisah atau dengan berbagai kombinasi dari keduanya”.

( 2001;319.2-319.11)

2.1.4  Keterbatasan Pengendalian Intern
Bagaimanapun baiknya suatu pengendalian intern dalam suatu perusahaan, tidaklah menjamin sepenuhnya apa yang menjadi tujuan perusahaan dapat tercapai. Hal ini disebabkan karena pengendalian intern memliki keterbatasan- keterbatasan yang dapat melemahkan pengendalian intern tersebut. Oleh karena itu, bukan suatu hal yang mustahil apabila dalam perusahaan yang memiliki pengendalian intern yang memadai masih juga terjadi kesalahan atau penyelewengan.


Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam “Standar Profesional Akuntan Publik” menyatakan bahwa keterbatasan- keterbatasan dari adanya  suatu pengendalian intern adalah sebagai betrikut:

“Terlepas dari bagaimana bagusnya desain dan operasinya, pengendalian intern hanya dapat memberikan keyakinan memadai bagi manajemen dan dewan komisaris berkaitan dengan pencapaian tujuan pengendalian intern. Kemungkinan pencapaian tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan bawaan yang melekat dalam pengendalian intern. Hal ini mencakup kenyataan bahwa pertimbangan manusia dalam pengambilan keputusan dapat salah dan bahwa pengendalian intern dapat rusak karena kegagalan yang bersifat manusiawi tersebut, seperti kekeliruan, atau kesalahan yang sifatnya sederhana. Disampimg itu, pengendalian dapat tidak efektif karena adanya kolusi dintara dua orang atau lebih atau manajemen mengesampingkan pengendalian intern. 

Faktor lain yang membatasi pengendalian intern adalah biaya pengendalian intern entitas tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian tersebut, meskipun hubungan manfaat-biaya merupakan kriteria utama yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan pengendalian intern, pengukuran tepat biaya-manfaat pada umumnya tidak mungkin dilakukan, oleh karena itu manajemen melakukan estimasi kualitatif dan kuantitatif serta pertimbangan dalam menilai hubungan biaya-  manfaat tersebut.

Adat istiadat, kultur dan Corporate Governance System dapat mencegah terjadinya ketidakberesan yang dilakukan oleh manajemen, namun tidak merupakan pencegahan yang bersifat mutlak. Lingkungan pengendalian yang efektif juga dapat mengurangi terjadinya ketidakberesan semacam itu ”.







                        (2001;319.6)

 Menurut Arens and Loebbecke yang dialih bahasakan oleh Amir Abadi Jusuf dalam bukunya yang berjudul  “Auditing” menyimpulkan definisi bahwa yang memperlemah suatu pengendalian intern yaitu:

“Kelemahan didefinisikan sebagai tidak adanya pengendalian yang cukup, yang meningkatkan risiko adanya salah saji dalam laporan keuangan”


                       




                 (2002;281)

Dari pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern tidak dapat dikatakan sangat baik dan efektif, meskipun disertai dengan kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaan dan perancangannya, hal itu dikarenakan adanya keterbatasan- keterbatasan dan kelemahan- kelemahan seperti adanya kolusi dan kelemahan manusia yang melaksanakannya, yang dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Persekongkolan (kolusi)

Merupakan suatu bentuk kerja sama yang tidak sehat dan merugikan serta hanya menguntungkan sebagian pihak baik pribadi atau golongan. Dengan adanya kolusi ini maka pemisahan fungsi dan wewenang yang telah ada seperti tercermin dalam rencana dan prosedur perusahaan akan menjadi suatu hal yang tidak memiliki arti apapun. Pengendalian intern mengusahakan agar persekongkolan dapat dihindari sejauh mungkin, misalnya dengan mengharuskan giliran bertugas, larangan menjalankan tugas-tugas yang bertentangan oleh mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan, keharusan mengambil cuti, dan sebagainya. 

Akan tetapi pengendalian intern tidak menjamin bahwa persekongkolan tidak terjadi, minimal dengan adanya suatu pengendalian intern dapat mengurangi tingkat persekongkolan tersebut.

2. Kelemahan Manusia

Manusia merupakan faktor utama dalam menjalankan suatu organisasi atau perusahaan. Apabila manusia yang menjalankan mempunyai itikad dan moral yang baik maka perusahaan juga akan berkembang dengan baik.

Hal ini menandakan bahwa betapa pun baiknya suatu sistem dan prosedur yang dirancang dalam usaha menjalankan aktivitas perusahaan pada akhirnya yang menentukan adalah manusianya itu sendiri sebagai pelaksana kegiatan tersebut.


Sedangkan menurut  Mulyadi  dan  Puradireja  dalam buku “ Auditing”, menyatakan bahwa keterbatasan- keterbatasan yang melekat pada pengendalian intern adalah sebagai berikut:


“1. Kesalahan dalam pertimbangan


Sering kali manajemen dan personal lain salah dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin, karena tidak memadainya informasi, keterbatasan waktu, atau tekanan lain.

2. Gangguan

Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personal secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian, tidak adanya perhatian atau perubahan yang bersifat sementara yang dapat mengakibatkan gangguan.

3. Kolusi

Tindakan bersama individu untuk tujuan kejahatan disebut dengan kolusi ( collusion). Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian intern yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan terungkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh struktur pengendalian intern.

4. Pengabaian oleh Manajemen

Manajemen dapat mengabaikan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah.

5. Biaya Lawan Manfaat 

Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian intern tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian intern tersebut.








                  (2000;172)


Dengan adanya keterbatasan tersebut, pencapaian tujuan pengendalian intern tidak dapat menjamin sepenuhnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengendalian intern tidak dimaksudkan untuk menghilangkan terjadinya kesalahan, ataupun kecurangan yang terjadi, tetapi dengan adanya suatu pengendalian intern diharapkan dapat  mengurangi hal-hal tersebut semaksimal mungkin dalam batas biaya yang wajar dan seandainya hal- hal tersebut terjadi dapat diketahui dan diatasi dengan segera.

2.2 Tinjauan Mengenai Pajak 

2.2.1 Pengertian pajak

Sistem perpajakan di Indonesia pada saat ini menganut sistem Self Assesment System, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Menurut Dr. P.J.A Andiani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo, SH dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Ilmu Hukum Pajak “ mengemukakan bahwa pengertian pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan- peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.









         (2000;2)

 Dari pengertian diatas lebih memfokuskan pada fungsi budgeter dari pajak, sedangkan pajak masih memiliki fungsi lainnya yaitu mengatur.

Pengertian pajak menurut Dr. Rohmat Soemitro, SH dalam bukunya yang berjudul “Dasar- Dasar Hukum Pajak  dan Pajak Pendapatan” menyatakan:
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.










          (2002;5)

Sedangkan Waluyo dan Wirawan B. Ilyas dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan Indonesia”menyimpulkan bahwa ciri- ciri yang melekat pada pajak adalah:

 “1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan     pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

3. Pajak dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur”.

          (2002;5)


Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak memungut pajak adalah negara, pajak dipungut berdasarkan undang-undang tanpa timbal jasa dari negara secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara dan daerah, yaitu untuk membiayai  pengeluaran-pengeluaran  yang bermanfaat bagi masyarakat.

2.2.2 Jenis- jenis Pajak

Pajak menurut Waluyo dan Wirawan B. Ilyas dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan Indonesia”, dibagi kedalam beberapa kelompok diantaranya:

“1. Menurut Golongan

a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak  dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. 

   Contohnya: Pajak Penghasilan

b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya  dapat dilimpahkan kepada pihak lain. 

   Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifat

Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan untuk pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri- ciri prinsip:

a. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.

b. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.

3. Menurut Pemungut dan Pengelolanya

a. Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya: PPN, PPNBM, PBB, dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya: pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan lain-lain”.

                      (2002;5)

2.3 Pajak Daerah

2.3.1 Pengertian Pajak Daerah


Sumber penerimaan daerah menurut Sub Dinas Perencanaan Program Seksi Penyuluhan dalam “Selayang Pandang Dipenda” salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari:

“1. Pajak daerah

  2. Retribusi  daerah

              3. Hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah    lainnya yang dipisahkan

  4. Lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”.

 (2003;21-27)

Dari penggolongan diatas dapat dikatakan bahwa yang dimaksud Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber- sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Pengertian Pajak daerah menurut pasal (1) huruf (f) dalam “Peraturan Daerah Kota Bandung No. 02 Tahun 2003 dan No. 03 Tahun 2003” adalah sebagai berikut:

“Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah”.









                     (2003; 5)

Sedangkan Menurut Waluyo dan Wirawan B. Ilyas dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan Indonesia”, yang dimaksud pajak daerah adalah:

“Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya: pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan lain-lain.

                                                                                                                     (2002;5)

2.3. Jenis-jenis Pajak Daerah 


Adapun jenis- jenis pajak dearah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II menurut Sub Dinas Perencanaan Program Seksi Penyuluhan dalam “Selayang Pandang Dipenda”, pajak daerah dibagi menjadi dua (2)  kewenangan diantaranya sebagai berikut:

“a. Pajak Propinsi terdiri dari:

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas air (PKB).

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas air (BBNKB).

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

  b. Pajak Kabupaten/ Kota

1. Pajak Hotel.

2. Pajak Restoran.

3. Pajak Hiburan. 

4. Pajak Reklame.

5. Pajak Penerangan Jalan. 

6. Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan 

7. Pajak Parkir.

8. Pajak Sewa Menyewa/ Kontrak Rumah dan/ Atau Bangunan”.

  (2003;21-26)

2.4 Pajak Hotel dan Restoran

2.4.1 Pengertian Pajak Hotel dan Restoran


Pajak Hotel dan Restoran merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar dari Pendapatan Asli Daerah untuk Kota Bandung. Karena sifatnya merupakan pajak daerah, maka daerah berhak melakukan pemungutan berdasarkan peraturan- peraturan yang telah ditetapkan. Perkembangan daerah Kota Bandung sangat ditunjang oleh penerimaan asli daerah, salah satunya berasal dari penerimaan pajak Hotel dan Restoran. Dengan demikian pemerintah daerah harus mengatur dengan sebaik-baiknya dan seoptimal mungkin dalam memberdayakan aparatur pemerintahan daerah dalam hal pengelolaan atas penerimaan tersebut.


Berdasarkan pada uraian mengenai pajak Hotel dan Restoran yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pajak Hotel dan Restoran adalah pajak daerah atas pelayanan Hotel dan Restoran.

Pengertian pajak Hotel menurut pasal (1) huruf g-h dalam “Peraturan Daerah Kota Bandung No.  02 tahun 2003” adalah:

“Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan di Hotel, Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang-orang untuk dapat  menginap, istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran”.

   (2003;6)

Sedangkan pengertian pajak Restoran menurut pasal (1) huruf g-h dalam ”Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 tahun 2003” adalah:

“Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering”.

                  (2003;6)


Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak Hotel dan Restoran adalah suatu pajak yang bersifat tidak langsung, yang berarti bahwa pajak tersebut dapat dilimpahkan kepada orang lain, dalam hal ini penerimaan pajaknya berasal dari pembayaran yang diberikan/dilakukan atas pelayanan Hotel dan Restoran.

2.4.2 Objek dan Subjek Pajak Hotel dan Restoran


Objek pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan Hotel dengan pembayaran.


Sebagaimana yang dimaksud diatas  objek pajak Hotel menurut pasal (2) ayat (2) dalam”Peraturan Daerah Kota Bandung No. 02 Tahun 2003” adalah sebagai berikut:

”a.  Hotel, Penginapan atau jenis lainnya seperti Gubuk Pariwisata  (Cottage), Motel, Wisma Pariwisata, Pesanggrahan (Hostel), Losmen, Guest House;


   b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan penunjang fasilitas    penginapan atau fasilitas tinggal yang sifatnya memberi,  kemudahan dan kenyamanan antara lain: telepon, faksimil, telex, foto copy, pelayanan cuci, setrika, taksi, dan pengangkutan lainnya yang dikelola Hotel;

c.  Fasilitas olah raga dan hiburan yang dikelola oleh Manajemen Hotel, antara lain: pusat kebugaran (fitness center), kolam renang, tennis, golf, karaoke, pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola Hotel;

d.  Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan     di   Hotel”.










   (2003;9- 10)


Sedangkan yang dimaksud objek pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan Restoran dengan pembayaran.


Objek pajak sebagaimana yang dimaksud diatas menurut pasal (2)        ayat (2) dalam “Peraturan Daerah Kota Bandung No. 03 Tahun 2003” adalah sebagai berikut:

“a. Restoran, rumah makan, bar, café, bakery, pujasera, dan    sejenisnya;

  b. Pelayanan di Restoran meliputi penjualan makanan dan atau minuman  di Restoran. Termasuk penyediaan penjualan makanan/ minuman yang diantar/ dibawa pulang”.










         (2003; 8)

Yang dimaksud dengan subjek pajak Hotel menurut pasal (3) dalam “Peraturan Daerah Kota Bandung No. 02 Tahun 2003” adalah:

“Orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada Hotel”.

                                                                                                      (2003; 10)

Subjek pajak Restoran menurut pasal (3) dalam “Peraturan Deerah Kota Bandung No. 03 Tahun 2003” adalah:

“Orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada Restoran”.     

                                                                                                                     (2003; 8)

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa objek dari pajak Hotel dan Restoran adalah semua pembayaran atas pelayanan Hotel dan Restoran. Sedangkan subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada Hotel dan Restoran.

2.4.3 Dasar Pengenaan Pajak Hotel Dan Restoran


Dasar Pengenaan Pajak sangat menentukan dalam langkah- langkah selanjutnya seperti dalam perhitungan dan penetapan pajak Hotel dan Restoran. 

Adapun Dasar Pengenaan Pajak Hotel menurut pasal (4) dalam “Peraturan Daerah Kota Bandung No. 02 Tahun 2003” adalah :


“Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran kepada Hotel”.









                  (2003; 11)

Dasar Pengenaan Pajak Restoran menurut pasal (4) dalam “Peraturan Daerah Kota Bandung No. 03 Tahun 2003” adalah sebagai berikut:

“Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran kepada Restoran”.









                    (2003; 9)

Jadi yang dimaksud dengan Dasar Pengenaan Pajak Hotel dan Restoran adalah jumlah pembayaran yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung  kepada Hotel dan Restoran.

2.4.4 Tarif Pajak Hotel Dan Restoran


Menurut pasal (5) dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No. 02 dan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 03 Tahun 2003 mengenai “Penetapan Tarif Pajak  Hotel dan Restoran” adalah sebagai berikut:


“Tarif pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen)”.










    (2003; 11,9) 

2.4.5 Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak Hotel dan Restoran 


Menurut pasal (6) dalam “Peraturan Daerah Kota Bandung No. 02 tahun 2003 dan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 03 tahun 2003”, mengenai  “Cara Perhitungan Pajak Hotel dan Restoran” adalah sebagai berikut:


“Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4”.

                                                                                                                (2003;9,11)


Penetapan Pajak menurut pasal (12) ayat (1-2) dalam “Peraturan Daerah Kota Bandung No. 02 tahun 2003 dan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 03 tahun 2003” adalah sebagai berikut:

“1. Berdasarkan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) yang harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap dan harus disampaikan kepada Walikota sesuai jangka waktu yang ditetapkan Walikota, dan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah).
 2. Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota”.









              (2003,11;13)

 
Sedangkan Penetapan Pajak menurut pasal 13 ayat (1-3) dalam ”Peraturan Daerah Kota Bandung No. 02 tahun 2003 dan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 03 tahun 2003” adalah sebagai berikut:

“1. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar)  apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang terutang tidak atau kurang bayar.

2. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

3. Selambatnya-lambatnya adalah jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

        (2003, 11-12;14)

2.4.6 Tata Cara Pembayaran Pajak
Menurut pasal 14 ayat (1-4) dalam “Peraturan Daerah Kota Bandung No. 02 tahun 2003 dan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 03 tahun 2003 Tentang Tata Cara Pembayaran Pajak” adalah sebagai berikut: 

           “1.  Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas dengan     menggunakan SSPD.

2.  Pajak yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabakan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

3. Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak  setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

4. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran pajak diatur lebih lanjut oleh Walikota”.

  (2003,12;15)

2.5 Pengertian Pendapatan

Pendapatan dapat didefinisikan secara umum sebagai hasil yang ingin dicapai dari suatu perusahaan. Hal ini biasanya diukur dalam satuan harga dari suatu pertukaran yang berlaku.

Menurut Financial Accounting Standard Board (FASB) dalam “Statement Of Financial Accounting Concept (SFAC) No. 06” yang dikutip oleh Hendriksen dan Van Breda dan diterjemahkan oleh Herman Wibowo menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pendapatan adalah:

“Pendapatan adalah arus masuk bruto atau penambahan lainnya pada aktiva suatu satuan usaha atau penyelesaian kewajiban- kewajiban (atau kombinasi keduanya) dari pengiriman atau produksi barang, pemberian jasa, atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama atau pusat dari satuan usaha yang berkesinambungan”.

                                                                                                      (2003;377)

Pengertian pendapatan menurut Kusnadi, Lukman Syamsudin, Kertahadi dalam bukunya yang berjudul “ Teori Akuntansi”  mengemukakan bahwa pengertian dari pendapatan adalah sebagai berikut:

“Pendapatan yaitu arus masuk aktiva (inflow of asset) yang merupakan hasil dari aktivitas- aktivitas operasional perusahaan”.








                 (2001;323)

Sedangkan pengertian pendapatan menurut Soemarso S.R. dalam bukunya yang berjudul “Akuntansi Suatu Pengantar” mengemukakan bahwa pengertian pendapatan adalah:

“Pendapatan adalah peningkatan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas,  yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Peningkatan jumlah aktiva atau penurunan kewajiban dapat berasal dari penyerahan barang/jasa atau aktivitas usaha lainnya dalam suatu periode”.









     (2005;230)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pendapatan merupakan arus masuk aktiva yang timbul dari aktivitas operasional perusahaan, dimana aktivitas- aktivitas tersebut dapat berupa pengiriman atau produksi barang, pemberian jasa, atau kegiatan lainya yang merupakan kegiatan utama atau pusat dari satuan usaha yang berkesinambungan.

2.5.1 Pengertian penerimaan Daerah 

Pengertian Pendapatan Daerah yang diuraikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 34 tahun 2000, adalah sebagai berikut:

“Penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

                                                                                                       (2001;16)

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2003 dalam “Selayang Dipenda” menyatakan bahwa pendapatan daerah adalah:

“Pendapatan Daerah adalah penerimaan yang diperoleh Daerah yang berasal dari sumber-sumber dalam wilayah daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku”.









      (2003;21)


Berdasarkan definisi tersebut diatas yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah suatu penerimaan daerah yang berasal dari dalam wilayah daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan undang-undang yang berlaku, yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah.

2.5.2 Pengertian Pendapatan Pajak Hotel dan Restoran


Pengertian pendapatan pajak Hotel dan Restoran menurut Peraturan Pemerintah N0. 02 dan Peraturan Pemerintah No. 03 tahun 2003, tentang “Pajak Hotel dan Pajak Restoran” menyatakan bahwa pendapatan pajak Hotel dan Restoran adalah sebagai berikut:

“Penerimaan dari sektor pajak yang terdiri atas Pajak Hotel dan Restoran adalah penerimaan daerah yang berasal dari pelayanan yang dilakukan oleh Hotel dan Restoran”.








                   (2003;6,8)


Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan dari sektor pajak Hotel dan Restoran adalah penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelayanan yang dilakukan oleh Hotel dan Restoran.
2.6 Pengertian Efektivitas

Sebenarnya istilah efektivitas berkaitan erat dengan istilah efisiensi, efektivitas dapat diukur dengan seberapa jauh tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi berhasil mencapai apa yang telah menjadi tujuanya.

Pengertian efektivitas menurut R.A Supriyono dalam bukunya yang berjudul  “Sistem Pengendalian Manajemen” menyatakan bahwa:

“Efektivitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang harus dicapai, semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan  terhadap nilai pencapaian tertentu maka dapat dikatakan semakin efektif pula unit tersebut”.

      (2000;33)

Menurut Wilson dan Campbell dalam bukunya yang berjudul “Controllership”, mengemukakan bahwa :

“Suatu organisasi yang efektif dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok individu yang bekerja sama mengambil tindakan- tindakan yang dapat mencapai suatu tujuan umum”.









       (2001;25)


Sedangkan menurut Abdul Halim Et.All dalam bukunya yang berjudul “Sistem Pengendalian Manajemen” mengemukakan bahwa pengertian efektivitas adalah:


“Efektivitas adalah hubungan antara output dengan pusat pertanggung jawaban, semakin besar kontribusi output terhadap tujuan, maka semakin efektif suatu unit tersebut”. 











      (2001;205)


Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa efektivitas merupakan hubungan antara masukan dan tujuan yang hendak dicapai. Efektivitas selalu berhubungan dengan tujuan yang telah ditetapkan dimana suatu perusahaan juga dikatakan telah beroperasi secara efektif apabila perusahaan tersebut telah mencapai hasil sesuai dengan tujuan  yang telah ditetapkan. 

Selain itu juga semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran, maka dapat diketahui semakin efektif pula unit tersebut.

2.6.1 Kriteria Efektivitas

Efektivitas dikatakan tercapai apabila dalam suatu kegiatan operasional perusahaan mencapai target yang telah ditetapkan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan dengan membandingkan antara outcome dengan output, serta adanya kriteria- kriteria efektivitas yang ditentukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Adapun kriteria efektivitas menurut Arens dan Loebbecke dalam bukunya yang berjudul “ Auditing Pendekatan Terpadu”, mencakup hal- hal sebagai berikut:


“1. Kinerja Historis

                   Kinerja historis merupakan kriteria yang didasarkan pada hasil   aktual periode sebelumnya. Dalam hal ini, prestasi kerja periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ini mudah ditetapkan, tetapi hasil penilaian yang digunakan kriteria ini sering tidak memberikan gambaran yang tepat mengenai keadaan instansi yang sesungguhnya karena adanya perubahan waktu dan keadaan

  2. Kinerja yang dapat diperbandingkan


Merupakan kriteria yang ditetapkan berdasarkan hasil yang ingin   dicapai kesatuan yang sama dalam suatu instansi atau diluarnya. Data kinerja dari kesatuan yang dapat diperbandingkan merupakan sumber yang sangat baik untuk mengembangkan kriteria.

3. Standar Rekayasa 


Merupakan kriteria yang ditetapkan berdasarkan rekayasa, misalnya studi waktu dan gerak untuk menentukan tingkat produktivitas. Penggunaan kriteria ini lebih efektif untuk menyelesaikan masalah operasional.

4. Diskusi dan kesepakatan


Merupakan kriteria yang ditetapkan berdasarkan hasil diskusi dan kesepakatan bersama antara manajemen dan pihak-pihak lain yang terlibat”.










      (2002;771) 

2.7 Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran

Penerimaan pajak Hotel dan Restoran  merupakan salah satu sumber peneriman terbersar kedua dari penerimaan Daerah Kota Bandung setelah pajak Penerangan Jalan. Dengan diberlakukannya self assessment system, dalam aktivitas perpajakan maka tidak dapat dihindari akan terdapat  kecurangan-kecurangan atau kemungkinan terjadinya kelalaian yang menyebabkan kerugian, oleh sebab itu untuk mengoptimalkan penerimaan pajak Hotel dan Restoran, diperlukan adanya suatu pengendalian intern yang memadai terhadap aktivitas perpajakan tersebut khususnya dalam hal penerimaan pajak  yang diperoleh dari Hotel dan Restoran, agar tercapai suatu efektivitas penerimaan pajak Hotel dan Restoran.

2.8 Peranan  Pengendalian  Intern Dalam Menunjang Efektivitas   Penerimaan      Pajak  Hotel dan Restoran


Pada instansi pemerintahan yang memiliki ruang lingkup yang luas serta diimbangi dengan banyaknya pegawai, pimpinan instansi  sudah tidak mungkin lagi melakukan pengawasan terhadap jalannya aktivitas instansi secara individual. Untuk itu dalam suatu instansi diperlukan suatu bagian yang independen, yang bertugas untuk mengawasi segala bentuk kegiatan, khususnya kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan pajak Hotel dan Restoran.


Pengendalian intern merupakan salah satu pengendalian yang sangat berperan di dalam suatu instansi. Dengan adanya pengendalian intern di dalam suatu instansi maka memungkinkan tercapainya suatu tujuan pengendalian intern yang sangat efektif, sehingga fungsinya dirasakan sangat penting peranannya.


Adapun peranan pengendalian intern dalam menunjang efektivitas penerimaan  pendapatan pajak Hotel dan Restoran antara lain :

1. Untuk mencegah terjadinya kecurangan, pencurian dan penyelewengan terhadap penerimaan pajak Hotel dan Restoran.

2. Tercapainya efisiensi operasional penerimaan pajak Hotel dan Restoran

3. Meningkatkan efektivitas penerimaan Pajak Hotel dan Restoran

Teori yang menghubungkan natara pengendalian intern dengan efektivitas penerimaan:
Kepala Satuan Kerja Perangkat Dearah selaku pengguna Anggaran atau pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah harus diselenggarakan berdasarkan pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan diselenggarakan sesuai dengan Akuntansi Pemerintahan. (2004;22)

Undang-undang Republik Indonesia No.01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dalam pasal 55.

Dari pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa efektivitas penerimaan pajak Hotel dad Restoran dapat tercapai apabila pengendalian intern suatu organisasi atau instansi dapat diterapkan dengan baik.
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